WA!JKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta
untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan
terhadap terjadinya bencana di Kota Magelang perlu
membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15‘_3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);
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10.

11.

12.

U g

Penr?;: ” Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Repubﬁmalnggn Bencana (Lembaran Negara
n .

Tambahap Onesia Tahun 2007 Nomor 66,

mb : ;
Nomor 4723); aran Negara Republik Indonesia

}{J:si?:ﬁundang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
lndones'eraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Lemba, 18 Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Undanrag Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Pemb §Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
irg entukan Peraturan Perundang - Undangan
i mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
omor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Instansj Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

£-40 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga  Asing Non  Pemerintah  Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulang_an Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4952);
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13. Peraty ran
2008 tent

Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
ang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

K
°Wenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang

Daerah (Le

2008 Nomor 9).
14. Peraturan )
2008 +t

Pokok Or ani :
Sekretariat ganisasi

Nomor 3);

mbaran Daerah Kota Magelang Tahun

Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
€ntang Susunan, Kedudukan Dan Tugas
Sekretariat
L Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mbaran Daerah Kota Magelang Tahun

Daerah  Dan

2008

15.2Pgroagturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
Bad t;ntang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
16.p an enanggulangan Bencana Daerah;
- Feraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2012
Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan dalam

Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA
PENANGGULANGAN
MAGELANG.

BENCANA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.

TENTANG
DAERAH

(Berita Daerah Kota
Magelang Tahun 2012 Nomor 46 );

BADAN
KOTA

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

. Walikota adalah Walikota Magelang.

3
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat |

BPBD adalah Perangkat Daerah yang -dibentuk dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi untuk

penanggulangan bencana di Daerah.

melaksanakan

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan
korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan
lingkungan, kerusakan sarana, kerusakan prasarana dan fasilitas
umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan

penghidupan masyarakat.

8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi pene
timbulnya bencana,
dan rehabilitasi.

tapan kebijakan pembangunan yang berisiko
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat
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9. Kegiatan pencegahan b
dilakukan sebagai upaya
ancaman bencana.

10. Kesiapsiagaan adalah ger
mengantisipasi bencang
1angka}_l yang tepat gun

11. Mitigast adalah serangkaian ypays, untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisk maupun penyadaran dan

1l menghadapi ancaman bencana.
12.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang

°Ncana adalah serangkaian kegiatan yang
untuk menghilangkan dan/atau mengurangi

angkaian kegiatan yang dilakukan untuk
melalyj pengorganisasian serta melalui
& dan berdaya guna.

menangani dampak buryk
penyelamatan dan evakuas;
kebutuhan dasar,
penyelamatan, serta pem
13. Rehabilitasi adalah perb

korban, harta benda, pemenuhan

perlindungan, pengurusan pengungsi,

1-}11(ihan prasarana dan sarana.

: aikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadaippada wilayah
pasFabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh
dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pascabencana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah,
Pemerintah Daerah membentuk BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(2) Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
Badan Nasional Penanggulan Bencana.

(3) Dalam hal belum terbentuk Peraturan Daerah tentang pembentukaq
BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tl}gas: dan fungsi
penanggulangan bencana dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi
penanggulangan bencana.
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BAB 1

IY >
*EDUDUKAN, Tygas, pan FUNGSI

Ba’gian Kesaty
Kedudukan

Pasal 3

1) BPBD merupakan unsu ) ' o
( penanggulangan bencana.r Pendukung tugas Walikota di bidang

Walikota. 0 di bawah dan bertanggung jawab kepada

(3) BPBD dipimpin Ke

Daerah. pala Badan Seécara ex-officio dijabat oleh Sekretaris

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman danp pengarahan terhadap usaha
peénanganan bencang yang mencakup pencegahan bencana,
penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil
dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

C. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang dalam rangka penanggulangan bencana;

g mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-
sumber pembiayaan lainnya yang sah;

h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Walikota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan edoman dan pengar‘ahan terhadap  usaha
penangpgulangalil bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.
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palam melaksanakan tugas sehy
pPBD menyelenggarakan fungs; :

a.

gaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1),

p. pengkoordinasian pelaksanaan k

secara terencana, terpady dap €glatan penanggulangan bencana

menyeluruh.

BAB v
ORGANISASI

Bagian Kesaty
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala;

b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah B_PBD terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang terkait penanggulangan bencana di daerah, pakar,
profesional dan tokoh masyarakat

(2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala
BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana; g

b. pemantauan;
¢. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang pnembantu
tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.
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Pasal 9

unsur Pelaksana BPBD
mempunyal tugas melaks
terintegrasi meliputi :

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat;

c. pasca bencana.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
anakan Penanggulangan bencana secara

palam melaksanakan ty
Unsur Pelaksana BPBD me

o gg?f:f;i“.‘:sm Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan |
aha danlj/ f eran'gkat f%aerah lainnya, instansi vertikal, lembaga i
o atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana
saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
b. pengkomandoan Upsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
¢. pelasanaail yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang
ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8as  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
nyelenggarakan fungsi :

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat;

¢. Bidang-Bidang terdiri dari atas :
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; i
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik; [
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. ;

Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a,
bertanggungjawab kepada Kepala BPBD .

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin
oleh seorang Sekretaris dan bertangung jawab kepada Kepala

Pelaksana.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertangung jawab kepada

Kepala Pelaksana.
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Pasal 13
tari .

. rsneelggkoo:dirrfsrirllgrllnyal tugas membanty Kepala Pelaksana dalam
terhadap program e’ld % T*hcanaan, pembinaan dan pengendalian

» SCMinistrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
(2) Dalam melaksanakan t
Sekretaris menyelengga
a. pengkoordinasian, : ) o
perencanaan dan per integrasi, dan  sinkronisasi  program
b. pembinaan e
gan perafjfanpelay anan administrasi ketatausahaan, hukum,
ketatalaksanaan, p en.perundang-Undangan, pengorganisasian,

Ugas sebagéimana dimaksud pada ayat (1),

tugas dan fungsi unsur-unsur dalam BPBD;
pengumpulan data dan informasij kebencanaan di wilayahnya;

engkoordinas;j
gengangl;‘dlnasmn dalam Pényusunan ' laporan penanggulangan

g pelak§anaan tugas-tugas lain
sesuai dengan ketentyan peratu

Lz Bl q Bl & TS o}
oy
E
e
Pt o
e}
o,
5
4
o}
2

yang diberikan Kepala Pelaksana
ran perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu

Kepala Pelaksana “dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan
mgl.aksa.makan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan
mitigasi serta pemberdayaan masyarakat pada masa pra bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan Kkebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan
mitigasi  serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka
pencegahan bencana dan /atau meminimalkan risiko atas
kemungkinan terjadinya bencana;

b. pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi  serta
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana
dan/atau meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya
bencana;

c. pelaksanaan hubungan Kerja dengan instansi atau lembaga terkait
di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi serta
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana
dan/atau meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya
bencana; g

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Unsur Pelaksana

Pasal 15

1) Bidang Kedarurata .
)Kepala Pelaksanand;i]:ln Logistik mempunyai tugas membantu
Mmengkoordinasikan, mengkomando, dan

melaksanakan kebij g
dukungan logistik dakan di bidang penanggulangan bencana dan
Sisti pada masa tanggap daruratgu ¢

a. perumusan kebijaka: ngt.ik mempunyai fungsi :
penanganan korban crilandl bldang, penanggulangan bencana,
1 logistlik pzqa MEss tanggappg:rguurr;%?l’ serta pemberian dukungan
. pengkoor i ;
gi gidangm;;e::{ pelngkomandOan dan pelaksanaan kebijakan
pengungsi, serta pigr;lbangan bencana, penanganan korban dan
darurat; erian dukungan logistik pada masa tanggap
. pelaks oy
¢ genanzzr?:nn i:rt{;‘:rllgaé‘a;(elja di bidang penanggulangan bencana,
e pengungsi i
logistik pada masa tanggap dalrffxra{t;;S b e pERTIREG SRePHE
® p:nma? t:rlllan 1? an evaluasi di bidang penanggulangan bencana,
pel 1% an korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan
logistik pada masa tanggap darurat;
& pelak§a:inaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan
melaksanakan Kkebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;

b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan
akibat bencana pada masa pasca bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa

pasca bencana;
d. pemantauan dan
kerusakan kerusa

e. pelaksanaan tugas-tug
sesuai dengan ketentuan peraturan perun

a.

evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

kan akibat bencana pada masa pasca bencana;
as lain yang diberikan Kepala Pelaksana
dang-undangan.

Pasal 17

BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang
gsung kepada Kepala Pelaksana.

bertanggungjawab lan

————————
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BAB V|
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Kepala BPBD bertanggung jawahb men

pelaksanaan tugas Unsur P gendalikan dan mengarahkan

éngarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

) Unsur Pengarah melaksanakan
dan/atau sewaktu-waktu sesuaj
oleh Kepala BPBD selaku Kety
Bencana.

sidang anggota secara berkala
dengan kebutuhan yang ditetapkan
a Unsur Pengarah Penanggulangan

(3) Unsur Pengarah dapat mengundan
maupun daerah, lembaga usaha,
pihak lain yang dipandang perlu
Pengarah Penanggulangan Bencana,

g lembaga pemerintah baik pusat
lembaga internasional dan /atau
dalam sidang anggota Unsur

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPBD.

Pasal 20

BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana
menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, koordinasi, komando, dan
pengendalian diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan
pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

(2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan
instansi teknis terkait.

(3) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan

bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
penanggulangan bencana di masing-masing daerah.
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Pasal 23

pBD  berkewajiban  mep . [
senanggulan_gan bencana dalaﬁiﬁxtul{li\ﬁﬁz lai:;lt'a SRS
laporan situasi kejadian bencana: .
laporan bulanan kejadian bencan’a'
laporan tahunan kejadian bencana,'

laporan menyeluruh atas Pényelenggaraan penanggulangan bencana;
laporan penerimaan dan Penggunaan bantuan yang berasal dari
sumbangan fnasyarakat maupun lembaga donatur;

laapi{orﬁnd peI'(tianggung]awaban dan kontigensi bencana dana siap
pakal dan dana bantuan sogia] berupa hibah yang berasal dari

Badan Nasional Penanggyla larl
Jawa Tengah. ggulangan Bencana maupun BPBD Provinsi

oo o

by

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD dalam peénanganan bersama dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang
sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD belum
terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Organisasi
perangkat daerah yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana,

diatur sebagai berikut : .
a. Unsur Pengarah ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang

Pembentukan BPBD dibentuk;
b. Unsur Pelaksana, ditetapkan dengan susunan sebagai berikut
1. Ketua Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang-Bidang terdiri dari:
a). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b). Bidang Kedaruratan dan Logistik;
¢). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 26

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD belum
terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BPBD dipimpin oleh

Kepala BPBD yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.
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(1) Ketua Pelaksana sebagaimang
angka 1, dijabat oleh Asi
Kesejahteraan Rakyat Sekre
kepada Kepala BPBD.

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
sten Ekonomi, Pembangunan dan
taris Daerah dan bertanggung jawab

(2) Sekretariat sebagaimang dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2

dipimpin oleh seorang Sekretari : L o
Ketua Pelaksana. S dan bertanggung jawab kepa

pada ayat (2) dijabat oleh kepala

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

(4) Bidang-Bidang sebagaiman
3, dipimpin oleh seorang K
Ketua Pelaksana,

a dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka
etua Bidang dan bertanggung jawab kepada

(5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilaksanakan dan dijabat oleh

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan
Masyarakat.

(6) Bidang {(edaruratan dan Logistik dilaksanakan dan dijabat oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial.

(7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan dan dijabat oleh
Kepala oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sebelum Peraturan
Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota
ini,

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 20(_)6 .tentang Peml?entukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PBP) Kotg Magelang
(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Agar setiap orang mengetahy;j
peraturan Walikota inj dengan
Magelang.

Nya, memerintahkan pengundangan
Peénempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditg¢tapkan di Magelang
pafla 3t Deember 2013

ALIKOTA MAGELANG,

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Dgcornper 2013 SIGIT WIDYONINDITO

SEKRETARIS DAER OTA MAGELANG

[/

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 67
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